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ABSTRAKSI

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang
dalam hal memperoleh modal usahanya, maka dibutuhkan barang jaminan
untuk memperoleh kredit terutama dari bank. Barang jaminan berupa benda
bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan berupa benda
tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan diatur
dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada barang jaminan yang
berupa benda inventory yaitu benda bergerak yang berupa benda persediaan
{(inventory, stock perdagangan) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1
ayat (4), Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999, yang membahas juga hakekat fidusia serta hubungan hukum antara
debitor dengan kreditor.

Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana
periindungan terhadap kreditor dan kiausula-klausula apa yang dapat
melindungi kreditor, tentunya dalam koridor-koridor hukum sebagimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan

manambah wawasan bagi pembacanya.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Betakang Permasalahan dan Perumusannya

Lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan (Fiduciaire
eigendoms overdrafht/FEQ) yang lebih dikenal dengan fidusia sering
digunakan dalam prakiek perdagangan dan perbankan dalam kaitannya
dengan perjanjian hutang piutang, permodalan maupun perkreditan.
Lembaga Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman
penjajahan Belanda, hidup dan diprakiekkan dalam masyarakat sebagai
suatu bentuk Jaminan yang lahir dari Yurisprudensi.
Jaminan Fidusia berlaku sebagai agunan suatu ikatan hutang piutang
karena masyarakat menginginkan adanya semacam Jaminan yaitu
barang / benda bergerak yang dijaminkan tetap dipegang oleh
pemiliknya untuk menjalankan usahanya, disamping Fidusia mempunyai
daya tarik khusus seperti tersebut diatas, proses pembebanannya
sangat sederhana, mudah dan cepat.

Yang menjadi Obyek Jam 1an Fidusia adalah benda bergerak
yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan,

piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.
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Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang
ferus berkembang dalam memperoleh modal usahanya, maka sejak
tanggal 30 September 1999 lahirlah Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42/1999),
yang merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga-lembaga pemberi kredit
dalam kaitannya dengan benda yang di fidusiakan.

Dalam UU No. 42/1999 ini pula diatur Obyek Jaminan Fidusia
yang diberi pengertian luas, yaitu benda bergerak yang berwujud
maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat di
bebani dengan hak tanggungan. Khusus tentang penggunaan benda
inventory sebagai obyek jaminan fidusia adalah rawan atau potensial
menimbulkan problem-problem hukum yang dapat merugikan kreditor,
dikarenakan sifat benda inventory tersebut yang mobilitasnya tinggi dan
memang memungkinkan untuk diperjualbelikan sebagai mana diatur
dalam undang-undang No. 42/1999. Berdasarkan uraian latar belakang
tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adaiah :

a. Kiausula apa yang perlu dicantumkan dalam perjanjian Jaminan

Fidusia untuk membeikan perlindungan hukum bagi Kreditor ?
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b. Apakah Benda Inventory (persediaan) kalau dijadikan obyek Fidusia
tidak akan mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya

akibat Debitor wanprestasi ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ;

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap kreditor penerima
jaminan benda inventory dalam UU No. 42/1999

b. Untuk memahami klausula saja yang reievan guna melindungi

kepentingan kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

a. Berguna untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap kreditor
penerima jaminan benda inventory dalam UU No. 42/1999

b. Berguna untuk memahami klausula apa saja yang relevan guna

melindungi kepentingan kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia
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Kajian Pustaka.

Dalam membahas Fidusia, tidak lepas membahas buku |l BW
mengenai hukum benda dan buku Il BW mengenai perikatan,
sebagaimana dikatakan oleh Kartini Muljadi, SH dalam pembahasan
terhadap makalah Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH yang
berjudui Lembaga-lembaga Jaminan Dalam Teori Dan Praktek, yang
menyatakan bahwa berbicara tentang hukum jaminan sebenarnya kita
melintasi sekaligus dua bidang hukum, yaitu Hukum Perjanjian (Hukum
Perikatan) dan Hukum Kebendaan, hal ini disebabkan karena :

e Bentuk Jaminan yang dianggap paling memberikan rasa aman bagi
kreditor adalah Jaminan Kebendaan.

e Pemberian jaminan hampir seluruhnya dituangkan dalam suatu
perjanjian pemberian jaminan. *.

Karenanya buku 1t dan buku Ill BW sangat erat kaitannya dengan

Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tersebut. Hukum perikatan yang

terdapat dalam buku lll BW, mempunyai sifat terbuka dimana para pihak

dapat membuat perjanjian menyimpang dari buku lII tersebut.

Hafmann-Opstall sebagaimana dikutip oleh oleh R. Soetojo
Prawiro Hadiwidjojo mengatakan bahwa perikatan adalah suatu

hubungan hukum antara suatu jumlah terbatas subject-subject hukum

1

Kartini Muljadi, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia menor No. 34-35-36-37 Januari-April-

Juli- Oktober 1995, hal 106-167.

TESIS
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(Rechtssubjecten) oleh karena mana seorang atau beberapa orang dari
mereka (debiteuren/schuldenaren) terhadap yang lain atau lain-lainnya
(crediteuren/schuldeisers) wajib melakukan suatu perbuatan tertentu
dan yang lain berhak atas perbuatan yang demikian dari para debitor.
Perikatan bersifat hubungan hukum harta kekayaan antara dua
pihak, yang mana yang satu (crediteur) berhak atas prestasi dan atas
dasar itu yang lain berkewajiban memberikan prestasinya, dan pada
umumnya bertanggung jawab atas prestasinya®. Abdul Kadir Muhamad
mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta
kekayaan yang terjadi antara Debitor dan Kreditor. Perikatan adalah
hubungan hukum. Hubungan hukum itu timbul karena adanya suatu
peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan.
Obyek hubungan hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinifai
dengan uang. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut sebagai
Kreditor, dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan itu disebut Debitor *.

Subekti mengatakan bahwa perikatan adaiah suatu perbuatan

hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang

satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, yang lain berkewajiban

memenuhi tuntutan itu *.

Soetojo Prawiro Hadiwidjojo, Surabaya : Bina llmu 1979, hal 10-11,

*  Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bhakti 2000, hal 149

TESIS

Subekt:, Hukum Perjanjian, Jakarta : Internusa, 1979, hal 1.
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Pengertian  perjanjian  (overeenkourst} berbeda dengan
pengertian perikatan (verbintenis). Perjanjian adalah salah satu sumber
dari perikatan. Perikatan dapat terjadi karena dua hal atau atau dengan
kata lain perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan bersumber dari
Undang-undang. Perikatan yang bersumber atau terjadi karena Undang-
undang terbagi menjadi dua yaitu Undang-undang saja dan karena
Undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Dan subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peritiwa dimana
seorang berjanji kepada secrang lainnya atau dimana dua orang itu saling
berjanji kepada seorang iainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal. °.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perjanjian
adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara
dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang
pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. ©.

Suatu perjanjian dapat merupakan suatu perjanjian pokok yaitu

suatu perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak memiliki *ketergantungan®,

®  Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta : Internusa, 1979, hal 1.
Winjono Projodikoro, Persetnjuan-persetujuan Tertentu, Bandung : Sumur Bandung, 1981, hal 11,
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baik dalam bentuk pelaksanaannya, maupun keabsahannya dengan
perjanjian lain.”. Perjanjian pokok/dasar ada kalanya diikuti dengan
perjanjian ikutan atau accesoir, yang pelaksanaannya digantungkan pada
suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pokok
atau perjanjian dasar tersebut. Fidusia yang telah ada dalam praktek dan
sering digunakan dalam dunia usaha adalah salah satu bentuk perjanjian
accesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/perjanjian kredit.
Sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana diuraikan datam penjelasan
umum  Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendukung
pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adii dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Maka dalam rangka itu para pelaku pembangunan baik
pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum,
memeriukan dana yang besar, guna memenuhi kebutuhan terhadap
pendanaan tersebut yang dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam
meminjam, karena itu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat
mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana

membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum

7 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta : Raya Grafindo 2001, hal 48.
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kepada para pihak yang berkepentingan, serta memberikan kemudahan
bagi para pihak yang menggunakan, khusus bagi pember fidusia yang
mana dalam Undang-undang ini obyek jaminan fidusia diberikan
pengertian yang sangat iuas yaitu benda yang berwujud maupun tak
berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan sebagaimana yang ditentukan Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999 °,

Salah satu benda yang menjadi obyek jaminan merupakan benda
dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak
tetap seperti stok bahan baku, bahan jadi atau portofolic perusahaan efek,
merupakan obyek jaminan yang sangat fleksibel dan setiap saat bisa
berkurang, maupun bertambah dan bahkan habis sama sekali karena
dipakai dalam proses produksi sebagai bahan baku atau habis terjual
karena sebagai barang jadi yang merupakan komoditi barang dagangan
yang diperjual belikan dalam kegiatan usaha.

Kemudahan untuk menjaminkan dengan obyek jaminan tersebut
diatas dilandasi pada kebutuhan yang sangat mendesak untuk
memajukan perekonomian Indonesia dalam rangka pembangunan
nasional pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia sehingga pemilik

dana diharapkan dapat melepaskan dananya kepada pemimpin dengan

2

Hadisetia Tunggal, Undang-undang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya, Jakarta :
Harvarindo 2001, hal 17.
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memberikan jaminan benda inventory dan pembuat undang-undang

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima

jaminan, diantaranya dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut,

dan dengan pendaftaran tersebut Penerima Jaminan Fidusia tersebut

(kreditor) mempunyai hak preferen dan kekuatan eksekutorial bilamana

terjadi cidera janji.

Teori dasar yang berlaku umum pada lembaga jaminan fidusia,

gadai maupun hak tanggungan diantaranya adalah :

1.

TESIS

Lembaga Jaminan adaiah bersifat accsesoir atau merupakan hak
ikutan dari perjanjian pokoknya yang mana dijamin dari jaminan
tersebut. Perjanjian pokok yang ada jaminannya tersebut pada
umumnya adaiah perjanjian utang piutang atau perjanjian pengakuan
hutang anatara pemilik uang (kreditor) yang menerima jaminan
fidusia dengan peminjam (debitor) yang memberi jaminan fidusia.

Perjanjian accsesoir, bergantung pada perjanjian pokoknya, yang
mana apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian
accsesoirnya demi hukum juga ikut berakhir. Asas tersebut diatas
dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilihat pada
pasal 4, yang menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan
perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi’.
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Lembaga jaminan merupakan hak kebendaan, artinya adalah bahwa
lembaga jaminan itu akan selalu melekat pada benda yang
bersangkutan atau pada obyek Jaminannya, selalu mengikuti benda
tersebut, di tangan siapapun benda beralih kepemilikannya.

Sifat dari hak kebendaan ini diatur dalam pasal 528 BW. Asas
kebendaan ini juga diatur dalam pasal 20 UU No. 42/199S yang
menyatakan bahawa “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang
menjadi obtek Jaminan Fidusia dailam tangan siapapun benda
tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia®.

Pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan
fidusia dengan kata lain yaitu Jaminan Kebendaan adalah Jaminan
yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai cirri-ciri :
mempunyai hubungan langsung atau benda tertentu dari debitor
dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya
(droit de suite) dan dapat diperalihkan. 3

Sedangkan yang dimaksud dengan benda menurut Prof Subekti
adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang.’®. Tapi
dalam penulisan ini pegertian benda dipersempit hanya pengertian

benda menurut Undang-undang No. 42/1998 tentang Jaminan

2

St Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan

Perorangan, Jakarta . BPHN Departemen Kehakiman R1, hal 46-47.
® R Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata_Jakarta : Internusa, 1985, hal 60.

TESIS
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Fidusia pasal 1 ayat (4) yaitu bahwa “Benda adalah segala sesuatu
yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang
fidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang
bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan atau hipotik ”.

Lembaga jaminan memben kedudukan yang didahulukan atau hak
preferen bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor lain.
Asas ini ada pada pasal 1 ayat (2) UU No. 42/1999 yaitu bahwa
“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak,
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) uu No. 42/1999 yaitu
bahwa “Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak
baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan
yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai
agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap

kreditor lainnya "
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Selain dalam pasal 1 ayat (2) asas ini juga terkandu
27 ayat (1) UU No. 42/1999 yaitu bahwa “Penerima Fidusia memiliki
hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya’”.

Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan untuk
melakukan eksekusi atas jaminan yang diterimanya, yang mana
maksudnya adalah bahwa kreditor pemegang hak jaminan tersebut
berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan
pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-
undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan
mengambil hasil penjual tersebut untuk melunasi piutangnya kepada
debitor. Tentang eksekusi diatur dan terdapat dalam pasal 15 ayat
(2) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa sertipikat jaminan
fidusia yang mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang
sama dengan putusan pengadiian yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap.

Lembaga jaminan fidusia, menjadikan kreditor mempunyai hak
didahulukan terhadap kreditor, hak didahulukan mana adalah
penerima fidusia (kreditor) untuk mengambil pelunasan piutangnya
lebih dahulu, dari kreditor lainnya, hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1

ayat (1) dan (2) UU No. 42/1999.
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a. Hak dilakukan dari penerima fidusia tidak harus karena adanya
kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia sebagaimana diatur
pasal 27 ayat (3) UU No. 42/1999 yang memberi arti bahwa
penerima fidusia mempunyai hak separatis, yaitu bahwa benda
yang dibebani dengan hak jaminan tidak merupakan harta pailit
dalam hal kreditor dinyatakan paiiit oleh pengadilan.

lembaga jaminan pada dasarnya merupakan hak kebendaan, maka

lembaga jaminan berlaku bagi pihak ketiga, sehingga terhadap

lembaga jaminan berlaku asas publisitas, yaitu bahwa untuk

menjamin kepastian hukum, lembaga jaminan harus didaftarkan di

kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan, diantaranya hak

tanggungan harus didaftarkan pada kantor pertanahan di wilayah
hukum obyek jaminan berada, begitu pula fidusia harus didaftarkan

pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur pada pasal 11

dan 12 UU No 42 / 1999, pendaftaran mana untuk pertama kalinya di

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kemudian

selanjutannya tentang tata cara .pendaftaran dan biaya pembuatan

Akta Jaminan Fidusia serta tempat pendaftaran, diatur dalam

Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden

Nomer 139 tahun 2000, vaitu tempat pendaftaran di Direkiorat
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Jendral Admitrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi manusia Dinas Tingkat |, tempat domisili pemberi Fidusia.

Asas publisitas ini dikecualikan untuk lembaga jaminan gadai, yang

menurut Sutan Remy Sjahdeini, alasan dikecualikan asas publisitas

dalam lembaga jaminam gadai adalah :

a.

Bagi sahnya hak gadai, benda yang dibebani dengan hak jaminan
gadai itu diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai
tersebut, hak gadai batal apabila benda yang yang dibebani
dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari penguasaan kreditor
pemegang hak jaminan gadai tersebut.

Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas
pada benda bergerak.

Pasal 1977 ayat (1) BW menentukan bahwa * Terhadap benda
bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak
harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang
memguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai
pemiliknya”.

Asas publitas ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UU No 42/1999

yaitu bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia waijib

didaftarkan™.1.

11

Suian Remy Sjahdeini, “Hak Jaminan dan Kepailitan”, makalah yang dibawakan pada seminar

sosialtsasi Undang-undang Fidusia, Jakarta 9-10 Mei 2000.
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Dengan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa asas-asas umum
jaminan secara keseluruan termuat dalam UU No. 42/1999 tentang
jaminan Fidusia tersebut, hukum jaminan terutama dalam pembaharuan
hukum haruslah mengacu pada hukum benda yang ada dalam buku I
BW.

Yahya harahap secara tepat memaparkan adanya beberapa
prinsip hukum yang terkandung dalam UU No. 42 / 1999, yaitu :
1. Asas Spesialitas Fixed Loan.

a. Benda obyek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan
utang tertentu.

b. Dengan demikian harus jelas dan tertentu benda obyek jaminan
fidusia serta harus pasti jumlah hartanya debitor atau dapat
dipastikan jumlahnya.

2. Asas Accsesoir

a. Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok

yakni perjanjian utang.

b. Dengan demikian : keabsahan pejanjian hak yang dilakukan

kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.
3. Asas Hak Preferen :
a. Memberi kedudukan hak yang di dahulukan kepada penerima

fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.
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b. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia tidak hapus karena

adanya kepailitan dan atau likuidasi.

Yang dapat memberikan fidusia adalah :

a. Harus pemilik benda.

b. Jika benda milik pihak ketiga, maka pengikatan jaminan
Fidusia :

- Tidak boleh dengan kuasa subsitusi.
- Tetap harus langsung pemilik pihak ketiga yang
bersangkutan.

Dapat diberikan lebih dari satu penerima atau kuasa wakil

pemerintah Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka

pembiayaan kredit konsoesium.

Larangan melakukan Fidusia ulang terhadap benda obyek jaminan

Fidusia yang sudah terdaftar :

a. Apabila obyek jaminan Fidusia sudah terdaftar, berarti
menurut hukum obyek fidusia telah beralih kepada pemerima
Fidusia.

b. Oleh karena itu, pemberi fidusia ulang merugikan kepentingan
penerima Findusia.

Asas Droit De Suit. Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang

jadi obyek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu
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berada, kecuali keberadaannya berdasarkan pengalihan Hak atas
piutang (Cessie), dengan demikian hak atas jaminan fidusia
merupakan hak kebendaan mutlak (in rem).'2.

Berbicara tentang hak jaminan, masih tetap dalam rangka
pembicaraan tentang perjanjian kredit. Di dalam pasal 1131 BW
diletakkan suatu asas mengenai hukum jaminan berdasarkan BW
yaitu bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan seluruh hutangnya
selanjutnya pasal 1132 BW diletakkan suatu asas lagi, yang pada
intinya mengatakan, bahwa jaminan sebagai yang disebutkan dalam
pasal tersebut diatas disediakan bagi seluruh kreditomya debitor,
sehingga orang menyebutnya sebagai jaminan umum. Selanjutnya
dikatakan, bahwa atas hasil eksekusi jaminan tersebut diatas para
kreditor berlaku asas Paritas Creditorium, yaitu semua kreditor pada
asasnya berkedudukan sama tinggi'®. Kepada kreditor-kreditor
tertentu, pembuat undang-undang dengan mendasarkan kepada sifat
tagihannya, memberkan kedudukan sebagai kreditor preferen. Hak
logis preferen seperti itu disebut previiege / hak istimewa.

Kepada kreditor-kreditor yang merasa tidak puas dengan jaminan

umum, bisa memperjanjikan hak jaminan khusus. Hak jaminan

2 H P Pangabean, “Efektifitas Pencgakan Hukum terhadap Lembaga Fidusia” makalah yang
dibawakan pada Up Grading and Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia.

3 ). Satrio, Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Dan Penjaminan, makalah, 6 November 2001,
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memberikan Kepada kreditor suatu kedudukan yang iebih baik dari pada
kreditor konkuren.

Jadi jelaslah pasal 1131 BW memberikan perlindungan kepada
kreditor bahwa apabila debitor cidera janji atau tidak mampu untuk
mengembalikan uvang yang telah dipinjamnya dari para kreditornya,
maka hasil penjualan atas semua harta kekayaannya tanpa kecuali,
merupakan sumber pelunasan bagi hutangnya. Sedangkan pasal 1132
BW mengandung makna bahwa bilamana debitor cidera janji atau tidak
mampu melunasi hutang-hutangnya, maka hasil penjualan atas harta
kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proporsional atau secara
pari passu menurut besarnya piutang masing-masing kreditor.
Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari Undang-
undang yang berlaku umum bagi semua kreditor, para kreditor
mempunyai kedudukan yang sama (paritas creditorium), kecuali apabila
diantara para kreditor itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain, yaitu apabila mempunyai
hak istimewa yang terdapat dalam gadai dan hipotik, hak tanggungan
(sebagaimana diatur dalam pasai 6 UU No. 4/1996, serta fidusia yang
diatur dalam pasal 1 ayat (2) jo pasal 27 UU No. 42/1999).

Jaminan umum sering dirasakan tidak aman, karena jaminan

secara umum beraku untuk semua kreditor, sehingga kalau kreditornya
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banyak maka mungkin saja jaminan dan kekayaan debitor habis dan
tidak cukup menjamin hutang-hutangnya.

Jaminan secara khusus adalah jaminan yang timbul dari
perjanjian baik berupa perjanjian jaminan yang timbul dari perjanjian
kebendaan maupun perorangan. Perjanjian Jaminan adalah perjanjian
yang timbul karena adanya penjanjian pokok, jadi sifatnya accsesoir,
yang dibuat untuk kepentingan perjanjian pokok kemudian dibuat
peranjian jaminan secara khusus baik jaminan kebendaan maupun
perjanjian jaminan perorangan untuk menjamin perjanjian pokok

(perjanjian utang piutang, perjanjian kredit dan sebagainya). *

5. Metode Pencelitian

a. Pendekatan Masaiah

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan
yang digunakan dalam peneiitian ini adalah statute approach yaitu
penelitian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dengan fidusia khususnya masaiah
perlindungan terhadap kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia
dengan obyek jaminan yang berupa benda inventory. Sehingga

permasaiahan dirumuskan dalam hal-hal yang berkaitan dengan

14

Djubaedah Hasan, “Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan™ makalah yang

dibawakan pada seminar sosialisasi UU No. 42/1999, hal 5.
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penggunaan dan penerapan haknya, disertai perjanjian perkembangan

pelaksanaan yang terjadi dalam praktek.

Sumber Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan bahan baku yang
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder

diperoleh melaiui penelitian kepustakaan.

Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.

Bahan Hukum yang telah terkumpu! lalu diinventarisasi dan di
golongkan berdasarkan ketegorisasi dengan suatu sususan kerangka
pemikiran yang runtut dan kemudian akan dilakukan analisis mengenai

masalah yang akan dibahas.
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Sistematika Penulisan

Yang pertama-tama Tesis ini diawali dengan Bab | sebagai
pendahuluan yang memuat latar belakang masaiah, maksud dan tujuan
penelitian, kajian pustaka, selanjutnya menggunakan metode penelitian.

Bab Il memuat uraian hakekat fidusia sebagai lembaga jaminan,
hubungan hukum antara Debitor (pemberi fidusia) dengan Kreditor
(penerima fidusia) dan yang dimaksud dengan benda invetory.

Bab 1l perlindungan kepada kreditor oleh uu 42/1999, klausula-
klausula yang relevan dalam perjanjian fidusia.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB Il
KLAUSULA PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR

DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

1. Hakekat Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan.

TESIS

Sebenarnya latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena
adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas
fakta bahwa jika yang menjadi obyek jaminan hutang adalah benda
bergerak, maka jaminannya harus, menggunakan iembaga jaminan
gadai. Guna menutupi kelemahan hukum jaminan dengan lembaga
gadai, yang mana mewajibkan benda jaminan harus dikeluarkan dari
kekuasaan pemberi barang jaminan dan diserahkan kepada pihak yang
menerima gadai (kreditor).

Sebaliknya, jika yang menjadi obyek jaminan hutang adalah
benda tidak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik
(sekarang hak tanggungan). Dalam hal ini barang obyek jaminan tidak
diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuasaan debitor ada
Juga kasus-kasus dimana barang obyek jaminan hutang masih tergolong
barang bergerak, tetapi pihak debitor engganftidak mau menyerahkan
kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara ketentuan

mengenai lembaga jaminan gadai mewajibkan barang jaminan disimpan

22
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dan tidak dipergunakan atau singkatnya harus dikeluarkan dari
kekuasaan pemberi gadai. Karena itu dibutuhkan adanya suatu bentuk
jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi
tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak
kreditor. Akhirnya, muncul bentuk jaminan baru dimana obeknya benda
bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitor
kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Lembaga Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang lahir
atas dasar kebutuhan dalam praktek. Hal ini juga terlihat pada
penjelasan umum UU No. 42/1999 bahwa lembaga jaminan untuk
mendukung pembangunan ekonomi sebagai bagian pembangunan
nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang dasar 1945.

Dalam rangka itu pelaku pembangunan baik pemerintah maupun
masyarakat, baik perorangan maupum badan hukum, memeriukan dana
yang besar. Untuk memenuhi keperluan terhadap pendanaan tersebut
diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam, karena itu Undang-undang
No 42 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menampung kebutuhan
masyarakat mengenai jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk

membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum
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kepada para pihak yang berkepentingan, serta memberikan kemudahan
bagai para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi
fidusia, yang mana dalam Undang-undang ini, obyek jaminan fidusia
diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud
maupun tak berwujud, dan benda-benda tak bergerak yang tidak dapat
dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang ditentukan dalam
UU No. 42/Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan.

Jaminan fidusia sebagai agunan suatu ikatan hutang piutang
mempunyai daya tarik khusus, karena pemilik benda, yang dijaminkan
tidak perlu menyerahkan penguasaan benda tersebut kepada pemberi
utang (kreditor), sehingga barang tersebut masih tetap dapat
dipergunakan untuk menunjang usahanya. Hal ini menjadi unsur positif
pada jaminan fidusia.

Adanya UU No. 42/1989 banyak membantu para pelaku usaha
untuk menggunakannya, dengan demikian memperlancar kebutuhan
para pengusaha dalam memenuhi atau memperbesar permodalannya.
Jaminan fidusia memberikan kemudaham bagi para pihak
penggunanya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Dari definisi yang diberikan Undang-undang Jaminan Fidusia
dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi atas dasar

kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan
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tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan
tersebut dilakukan dengan cara constitutum possessorium (verklanng
van boudersehap). Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu
benda dengan tetap melanjutkan penguasaan atas benda tersebut, hat
tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Bentuk
pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad
pertengahan di Perancis. Meskipun Fiduciare eigendoms overdracht
diartikan “penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan®, hakikatnya
hak milik itu tetap ada pada debitor.

Pengalihan sebagaimana dimaksud diatas (constitutum
possessorium) berbeda dengan pengalihan hak milk sebagaimana
dimaksud dalam pasal 584 jo 612 ayat (1) BW. Pasal 584 menyatakan
bahwa :

“Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan
cara lain melainkan dengan pendakuan (pemilikan), karena
periekatan, karena kedaluwasa, karena pewarisan-pewarisan,
baik menurut Undang-undang, maupun menurut surat wasiat,
dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu
peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh

seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.
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Sedangkan bunyi pasal 612 ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang bertubuh
dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu
oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-
kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”.

Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan

semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang, bukan untuk

seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Ini merupakan inti dari
pengertian jaminan fidusia yang dimaksud pasal 1 butir 1. bahkan
sesuai dengan pasal 33 Undang-undang jaminan fidusia, untuk memiliki
benda yang menjadi ocbyek jaminan fidusia apabila debitor cidera janiji,

akan batal demi hukum.'®.

2. Hubungan Hukum Antara Debitor Dengan Kreditor

Bahwa hubungan hukum para pihak Kreditor penerima fidusia
dengan debitor pemberi fidusia berawal dari perjanjian kredit atau
perjanjian utang piutang, perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang
tersebut adalah perjanjian pokok yang merupakan perjanjian obligatoir,
yang berarti jaminannya adalah jaminan umum, sebagaimana yang

diatur dalam pasal 1131 BW.

*  Gunawan Wijaya dan Ahmad yani, Jaminan Fidusia, Jakarta Raja Grafindo persada, 2001 hal 130,
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Jaminan umum atau jaminan yang lahir dari undang-undang dalam
pasal 1131 BW, menempatkan kreditor sebatas sebagai kreditor
konkuren, yang berarti sejajar dan bersaing antara sesama kreditor
konkuren lainnya. Kreditor penerima fidusia pada umumnya adalah
iembaga perbankan (Bank), Bank bilamana menerima jaminan yang
besifat umum seperti tersebut diatas sangatlah keberatan karena
resikonya besar sekali, tidak menguntungkan. Karena bilamana debitor
wanprestasi, maka dilakukan pelelangan atas harta-harta debitor dan
hasil lelangnya dibagi-bagikan kepada seluruh kreditor sesuai pasal
1132 BW, ha! ini sangat mungkin bagian tersebut tidak mencukupi
dengan besarnya utang. Agar keadaan tersebut tidak terjadi, kreditor
yang dalam hal ini bank minta jaminan khusus, berupa benda atau
barang tertentu, (diantaranya benda inventory) milik debitor untuk ditarik
dan diikat dalam perjanjian. Sehingga suatu saat apabila debitor ingkar
janji atau wanprestasi, maka Bank selaku kreditor menempati posisi
sebagai kreditor preferen atau kreditor yang diistimewakan, yaitu bank
atau kreditor akan mendapat pelunasan kreditnya secara khusus dari
hasil penjualan secara lelang benda-benda obyek jaminan.

Maka tampak jelas makna bahwa hak tagih bank sebagai
pemberi kredit yang sebagai hak pribadi (persoonlijk), diperkuat dengan

adanya hak jaminan yang mengandung preferensi (keistimewaan).
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Bilamana benda yang jaminkan untuk menjadi obyek perjanjian
jaminan merupakan benda modal atas benda yang dipakai dalam
berusaha, maka digunakan Lembaga Jaminan Fidusia. Dengan cara
Fidusia maka hak tagih bank pemberi kredit ditunjang dengan hak
jaminan fidusia yang pada hakekatnya juga punya preferensi (iihat pasal
1 jo pasal 27 UU No. 42/1999).

Pasal 5 UU No. 42/1999 menegaskan bahwa pembebanan
dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dengan bahasa
Indonesia dan merupakan akta  jaminan fidusia. Sedangkan
pembebanan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah
ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini (lihat pasal 37 ayat (1)
UU No. 42/1999). Jadi UU No. 42/1999 menetapkan akta notaris adalah
bentuk akta jaminan fidusia untuk pengikatan fidusia. Menurut Fred B.G
Tumbuan yang juga sesuai pasal 1870 BW, akta Notaris merupakan
akta otentik yang memilik kekuatan pembuktian sempurna tentang apa
yang dimuat didalamnya diantara pihak beserta para ahli warisnya atau
para penggantinya.'®.

Akta otentik menurut Sudikno Mertokusumo, secara teoritis sama

dengan surat vyaitu setiap ungkapan pikiran atau isi hati yang

i6

Fred B.G Tumbuan, “Mencermati pokok-pokok Undang-undang Fidusia™ makaiah yang

dibawakan pada Up Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 26-27 Nopember

1999,

TESIS
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disampaikan dengan tanda-tanda bacaan atau tulisan, yang sejak
semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian
dikemudian hari. “sejak semula dengan sengaja’ berarti bahwa sejak
awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah pembuktian dikemudian hari
seandainya timbu! sengketa, sebab ada surat yang tidak sengaja dibuat
sejak awal untuk pembuktian seperti surat korespodensi biasa, surat
cinta dan lain sebagainya, tetapi dikemudian hari ada kemungkinannya
diperlukan sebagai alat bukti.

Dikatakan secara resmi karena tidak bersifat dibawah tangan. Secara
dogmatis, pengertian akta otentik tercantum dalam pasal 1868 BW yang
berbunyi : “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya
ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta
dibuatnya” (terjemahan Subekti).

Jadi akta otentik itu bentuknya ditentukan oleh Undang-undang
dan diciptakan atau dibuat oleh Undang-undang, melainkan dibuat oleh
atau atas permohonan yang bersangkutan, dibuat dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berwenang untuk itu.".

Jadi jelaslah hubungan hukum antara debitor dan kreditor

berawal dari perjanjian utang piutang atau pemberian kredit oleh

17

Sudikno Mertokusumo “Akta Otentik sebagai Alat Bukti” Makalah yang dibawakan pada

Seminar Nasional PPAT, Jakarta 8 Juni 2001.

TESIS
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penerima fidusia kepada pemberi fidusia yaitu bilamana permohonan
kredit dengan jaminan fidusia oleh calon pemberi fidusia disetujui (oleh
lembaga perbankan), maka dilakukan pengikatan perjanjian kreditnya
yang merupakan perjanjian pokoknya, pengikatan perjanjian kredit ini
bisa dalam bentuk akta Notariil atau akta dibawah tangan, kemudian
dilakukan pengikatan fidusia yang merupakan perjanjian accessoir /
perjanjian ikutan dengan akta notaris (akta secara Notariil) yaitu akta
jaminan fidusia.

Isi akta jaminan pembebanan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

a. ldentitas pihak pemberi dan penerima fidusia yaitu meliputi nama
lengkap, tempat tinggal dan tanggai lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan atau profesi, tempat tinggal lengkap dengan RT, RW,
Kota, serta Nomor kartu tanda penduduk.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yang meliputi macam
perjanjian hutangnya yaitu penambahan jumlah pinjaman dan atau
jaminan beserta hutang yang dijamin fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Uraian mengenai benda  cukup dilakukan dengan
mengidentifikasikan benda tersebut, dijelaskan mengenai surat

bukti kepemilikannya.
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Dalam hai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan
benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau
portofolioc perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia
dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kwantitas, kwaliitas
dari benda tersebut.

d. Nilai Penjaminan

e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Undang-undang fidusia selain mewajibkan pengikatan secara
Notariil bagi pembebanan fidusia, juga mensyaratkan adanya
pendaftaran. Dengan adanya pendaftaran, unsur transparansi dan
kepastian hukum dapat dipenuhi. 8,

UU No. 42/1998 menegaskan bahwa benda yang dibebani
dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia
tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan dan dengan pendaftaran memberikan hak yang
didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.
Mengenai pendaftaran fidusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
(selanjutnya disebut PP No. 86/2000), peraturan mana diharapkan dapat

memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang

IR
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Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003 hal 35.
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mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Pendaftaran benda
yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan
pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang
berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk
memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan fidusia
(penjelasan pasal 11 UU No. 42/1899).

Undang-undang fidusia menyatakan bahwa pembebanan fidusia
dianggap lahir sejak tanggal pendaftarannya, sedangkan pengikatan
fidusia dilakukan dengan akta Notaris tentu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna. Instansi yang ditunjuk melakukan
pendaftaran fidusia ini untuk pertama kali didirikan di Jakarta dengan
wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan
kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam
lingkup tugas Departemen Kehakiman, yang kemudian dengan
keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tanggal
30 September 2000 tentang pembentukan kantor pendaftaran fidusia di
Ibukota Propinsi di kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja kantor
wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang

bersangkutan.
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Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan

pendaftaran jaminan fidusia (pasal 13 ayat (1) UU No. 42/1999).

Pernyataan pendaftaran tersebut memuat :

a.

b.

e.

f.

Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;

Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tampat kedudukan
notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Nilai jaminan;

Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam praktek, untuk pendaftaran fidusia juga harus ditampiri dengan :

a.

b.

1 (satu) salinan akta notaris mengenai pembebanan fidusia;

Surat kuasa dari penerima fidusia (Bank) kepada Notaris untuk
melakukan pendaftaran;

Surat kuasa dari Notaris kepada karyawan kantor Notaris atau
pelaksana yang mewakili Notaris untuk mendaftarkan akta jaminan
fidusia;

Foto copy bukti kepemilikan atas benda jaminan fidusia yang

dilegalisir sesuai aslinya cleh Notaris;

Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
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Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran akta jaminan fidusia, kantor
yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan,
dan menyerahkan sertipikat jaminan fidusia.

Tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya
pembuatan akta jaminan fidusia diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30

September 2000.
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Biaya pembuatan akta oleh Notaris ditetapkan setinggi-tingginya

adalah :
Biaya Pembuatan Akta
No Nilai Penjaminan Besar Biaya
. | Paling Banyak
: 1 | < 50.000.000,00 : Rp. 50.000,00
2 | >Rp.50.000.00000 s/d Rp. 100.000.000,00 | Rp. 100.000,00
3 .>Rp.100.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00 | Rp.200.000,00 |
4 |>Rp.250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 | Rp. 500.000,00 |
5 | >Rp.500.000.000,00  s/d Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 1.000.000,00
l 6 ; >Rp.1.000.000.000,00 s/d Rp. 2500.000.000,00 | Rp.2.500.000,00 l
7 | >Rp.2.500.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000.000,00 ! Rp. 3.000.000,00 i
8 | »Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp.10.000.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
9 | > Rp.10.000.000.000,00 Rp. 7.500.000,00

Undang-undang fidusia juga menegaskan bahwa untuk permohonan

pendaftaran fidusia dikenakan biaya. Oleh karena itu biaya permohonan

pendaftaran jaminan fidusia tersebut merupakan penerimaan Negara

bukan pajak, kemudian diadakan perubahan terhadap PP No 26/1996

tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku
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pada Departemen Kehakiman, khususnya terhadap lampiran angka
mengenai pelayanan jasa hukum. Perubahan tersebut dilakukan dengan
menambah 3 (tiga) jenis penerimaan negara bukan pajak yaitu
mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia, biaya permohonan
perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertipikat jaminan fidusia yang
rusak atau hilang.

Biaya pendaftaran fidusia ditetapkan :

a. Nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta
rupiah), sebesar biaya per akta adalah Rp. 25.000,00 (duapuluh lima
ribu rupiah}

b. Untuk nilai penjamin diatas Rp. 50.000.000,00 (limapuiuh juta
rupiah) setiap akta adalah Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
Setelah semua persyaratan lengkap kantor pendaftaran fidusia akan
melakukan pencatatan dalam jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.
Untuk pencatatan dalam buku daftar jaminan fidusia ini, kantor
pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang
dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang wajib

dilakukan hanyalah melakukan pengecekan data yang menyangkut :

a. ldentitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;

b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan

notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
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¢. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

e. Nilai jaminan;

f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka kantor
pendaftaran fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa dia tidak
melakukan penilaian atas kebenaran dari data dalam pernyataan
pendaftaran, Kantor pendaftaran hanya berfungsi sebagai instansi yang
melakukan pengecekan administrasi saja, menurut Munir Fuady, fungsi
ini mirip dengan fungsi badan pengawasan pasar modal dalam hal suatu
perusahaan go publik.'®.

Penjaminan fidusia dicatat oleh kantor pendaftaran fidusia dalam
buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran. Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran,
oleh kantor pendaftaran fidusia diterbitkan sertipikat jaminan fidusia.
Tanggal sertipikat jaminan fidusia adalah sama dengan tanggal
penerima permohonan pendaftaran. Sertipikat jaminan fidusia
merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang disimpan dikantor
pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia dianggap lahir pada tanggal yang sama dengan

tanggal pencatatan jaminan didalam buku daftar fidusia. Seyogyanya

1%

TESIS

. Munir Fuady, Ibid, hal 32.
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dan sebaiknya tanggal akta jaminan fidusia dengan tanggal sertipikat
jaminan fidusia adalah sama, karena idealnya pada saat dilakukan
ikatan penjaminan secara fidusia dengan akta notaris yang berupa akta
jaminan fidusia, berarti debitor telah menyerahkan sepenuhnya
penjaminan atas barang atau benda jaminannya, karena akta jaminan
fidusia ini juga adalah accessoir dari perjanjian pokoknya yaitu
perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang yang mana dalam akta
perianjian kredit telah juga telah menyebutkan penyerahan barang
jaminan yang akan dibuatkan perjanjian tersendiri, disamping jaminan
tersebut, semua harta debitor menjadi barang jaminan untuk utang
debitor {(pasal 1131 BW).

Bagaimana kalau tanggal perjanjian kredit, tanggal akta jaminan
fidusia dengan tanggal pendaftaran fidusia tidak pada hari yang sama ?
Tanggal perjanjian kredit dengan tanggal akta jaminan fidusia pasti pada
hari yang sama, karena perjanjian kredit adalah perjanjian pokok dari
perjanjian fidusia dan sebaliknya akta jaminan fidusia adalah accessoir
dari akta perjanjian kredit.

Dalam praktek jarang sekali bahkan cenderung tipis sekali
kemungkinan tanggal akta jaminan fidusia sama dengan tanggal

pendaftaran fidusia, karena :
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Turunan akta jaminan fidusia jarang sekali diselesaikan pada hari

yang sama oleh Notaris,

Kantor pendaftaran fidusia terbatas jam penerimaan berkas

pendaftaran,

Letak kantor pendaftaran fidusia tidak mesti berdekatan dengan

kantor Notaris, bahkan mungkin beda kota dengan Kantor Notaris,

yang mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan didaerah

tingkat |1, sedangkan kantor pendaftaran ada di ibukota Propinsi.
Perbedaan tanggal akta jaminan fidusia dengan tanggal pendaftaran
tidak berakibat fatal bagi penjaminannya tersebut, mengingat penerima
fidusia atau kreditor telah memperoleh jaminan yang cukup, namun
kepastian tanggal pendaftaran fidusia melahirkan atau merupakan
tanggal lahir hak preferen penerima fidusia, sehingga dengan
perbedaan wakiu yang relatif tidak lama, tidak menjadikan
keterlambatan kreditor memperoleh hak preferen bahkan kalau sampai
pada masa tenggang antara akta jaminan fidusia dan pendaftaran,
debitor pemberi fidusia jatuh pailit sehingga kreditor, penerima fidusia
kehilangan hak preferen, maka patut dipertanyakan kepada analis
kreditnya bank tentang penilaiannya terhadap orang yang akan diberi

kredit, bahkan bisa dianggap ada persekongkolan yang tidak baik.
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Untuk menerbitkan sertifikat fidusia, harus terpenuhi syarat-syarat
pada berkas yang dilampirkan, setelah terpenuhinya semua persyaratan
pada berkas-berkas tersebut, diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang
tanggalnya sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
fidusia. Apabila terjadi kekeliruan pada penulisan dalam sertipikat
jaminan fidusia yang telah diterima pemohon, pemohon dapat
memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia tersebut untuk
diterbitkan sertifikat perbaikan, perbaikan harus dilakukan daiam jangka
waktu 60 (enampuluh) hari. Dan Undang-undang tidak mengatur
bilamana perbaikan dilakukan setelah lewat batas waktu 60
(enampuluh) hari.

Atas sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan perubahan antara lain :
a. Perubahan obyek jaminan fidusia berikut dokumen terkait;
b. Perubahan penerimaan jaminan fidusia;
c. Perubahan perjanjian pokok yang dijamin fidusia,
d. Perubahan nilai perjanjian.
Perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dapat dilakukan oleh penerima
fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengajukan permohonan
pendaftaran perubahannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Cq Kantor Wilayah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah
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Tingkat | ditempat kedudukan pemberi fidusia. Tentunya harus
memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dengan melampirkan :

4. Permohonan tertulis dalam bahasa indonesia;

2.  Sertifikat jaminan fidusia;

3. Pernyataan perubahan.

Atas permohonan perubahan tersebut pejabat yang menerima
permohonan pendaftaran jaminan fidusia juga hanya bertugas
memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran yang
dicantumkan dalam permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia,

akan tetapi hanya melakukan pengecekan data.

3. Benda Inventory (Persediaan) Sebagai Obyek Fidusia.

Benda inventory adalah salah satu benda yang dapat dijadikan
obyek jaminan fidusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (4), pasal 9, pasal
10, dan pasal 20 Undang-undang tentang fidusia Nomor 42 Tahun 1999.
Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah :

1)} Benda tersebut harus dapat miliki dan dialihkan secara hukum;
2) Dapat atas benda berwujud;

3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;

4) Benda bergerak;

5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;

TESIS EKSEKUSI BENDA INVENTORY.... TANDYO HASAN




6)

7)

8)
9)
10)

1)

12)

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA 42

Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik;

Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang
akan diperoieh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh
kemudian, tidak diperiukan suatu akta pembebanan fidusia
tersendiri.

Dapat atas satu satuan atau jenis benda;

Dapat juga atas lebih baik dari satu jenis atau satuan benda;
Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia;
Termasuk juga hasil kiaim asuransi dari benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia;

Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga
menjadi obyek jaminan fidusia.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobyekkan barang

persediaan ini, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama Floating

Lien atau Floating Charges, yang dimaksudkan adalah an eguitable

charge on the assets for the time being of a going concern . %°.

Disebut dengan “floating” (mengambang) karena jumlahnya benda yang

menjadi obyek jaminan sering berubah ubah sesuai denga persediaan

stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.

% Bedi. H.L., dan Hardikar, VK, 1997: 138
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Di Inggris, fidusia terhadap benda persediaan (floating charge) ini
sudah diakui oleh pengadilan sejak tahun 1870 dalam kasus Re Panama,
New Zealand anf Australian Royal Mail Co (arora, Aus, 1997; 330). Dalam
kasus ini untuk pertama kali diakui adanya jaminan mengambang (floating
charges) tersebut. Dalam kasus ini diputuskan bahwa pemegang surat
hutang (debenture) mempunyai hak priorotas atas kreditor konkuren atas
semua barang milik perusahaan (debitor) yang ada sekarang. Diwaktu
lalu dan diwaktu yang akan datang.

Setelah kasus Panama ini, di Inggris kemudian terdapat banyak
kasus lain yang mengakui fidusia dalam bentuk floating charges ini. Sifat
mengambang (floating) dari floating charges ini berubah menjadi spesifik
(specific charges) manakala terjadi suatu tindakan yang disebut dengan
kristalisasi (crystalisation).

Tindakan kristalisasi ini terjadi apabila terjadi keadaan-keadaan sebagai

berikut:

1) Pengumuman pemberesan dalam likuidasi suatu perusahaan;

2) Jika terjadi wnprestasi atas suraaat berharga yang dijamin dengan
floating charges;

3) Jika diangkat recceiver (kurator) oleh Pengadilan. 2
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BAB lll
EKSEKUSI BENDA INVENTORY SEBAGAI

OBYEK FIDUSIA

1.Periindungan Hukum Bagi Kreditor Penerima Fidusia.

Sebagaimana dalam penjelasan umum UU 42/1999, dapat di
tarik intinya bahwa UU 42/1999 ini, dimaksudkan untuk menampung
kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai
salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk
memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang
menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia. Namun sebaliknya
karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan
pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja
menjaminkan benda yang telah dibebani fidusia kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan penerima fidusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran jaminan
fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang
didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia

44
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untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang
diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada
pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan
terhadap Benda tersebut.

Pendaftaran fidusia ke instansi yang ditunjuk merupakan salah satu
sarana utama dari pengaturan fidusia dalam Undang-undang Fidusia
Nomor 42 Tahun 1999. Sebab sebelum adanya Undang-undang Nomor
42 tersebut jaminan fidusia tidak pernah didaftarkan. Sehingga dengan
adanya kewajiban pendaftaran ini, unsur transparansi dan unsur
kepastian diharapkan dapat terpenuhi. %

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dilaksanakan dan di
tuntun oleh Yurisprudensi, baik Yurisprudensi di Negari Belanda
maupun Yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir
dari praktek, dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam
peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi
prosedural dan proses. Sebab Yurisprudensi tentang fidusia tidak
sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karena itu,

tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu
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rantai dan prosedur lahimya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada
kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan
dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum
Fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum,
absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan
jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah
dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam
praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan
kreditornya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan
kreditor, dan lain-lain.

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu
jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka Undang-undang
tentang Fidusia, yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 1899 kemudian
mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk
didaftarkan pada pejabat yang berwenang.

Maksud kewajiban pendaftaran fidusia sebenarmnya adalah untuk
memenuhi salah satu ciri jaminan hutang yang modern yaitu unsur
publisitas, dengan maksud semakin terpublikasi jaminan hutang, akan

semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat
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mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi
penting disekitar jaminan hutang tersebut.

Asas publisitas ini semakin penting terhadap jaminan-jaminan
hutang yang fisik cbyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditor,
seperti jaminan fidusia. Karena itu, kewajiban pendaftaran jaminan
fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan
dari asas publisitas yang sangat penting itu. Dengan pendaftaran ini,
diharapkan agar pihak debitor, terutama yang nakal, tidak dapat lagi
mengibuli kreditor atau calon kreditor dengan memfidusiakan lagi atau
bahkan menjual barang obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan
kreditor asal.

Kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke Instansi yang
berwenang, bersumber dari pasal 11 UU No. 42/1999. pendaftaran
fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan
pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal
1. Benda obyek jaminan fidusia yang berada didalam negeri (pasal 11
ayat (1).

2. Benda obyek jaminan fidusia yang berada diluar negeri (pasal 11

ayat (2).
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3. Terhadap perubahan isi sertipikat jaminan fidusia (pasal 16 ayat (1).
Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris tetapi perlu
diberitahukan kepada para pihak.

Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Pendaftaran Fidusia yang

berada dibawah naungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran jaminan

fidusia tersebut, yang semuia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja

meliputi seluruh wilayah Indonesia. Setelah itu didirikan di lbukota

Propinsi yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan. Ini

diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun

2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Disetiap Ibukota

Propinsi Di Wilayah Negara Repubiik Indonesia, tanggal 30 September

2000.

Untuk pencatatan jaminan fidusia tersebut, kantor pendaftaran
fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pencatatan
dalam Buku Daftar Fidusia tersebut diberi tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Ketika mencatat dalam Buku Daftar Fidusia, kantor pendaftaran
fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data

yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia,
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petugas pendaftaran hanya bertugas melakukan pengecekan data saja

sebagaimana dimaksud pasal tentang ketentuan mengenai pernyataan

pendaftaran (pasal 13 UU No. 42/1999).

Jadi kantor pendaftaran fidusia tidak bersifat konstitutif (menilai atau

menjamin kebenaran data dalam pernyataan pendaftaran, tetapi hanya

berfungsi sebagai instansi yang melakukan “pengecekan administrasi’.

Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan kepada kantor

pendaftaran fidusia dengan melampirkan naskah yang disebut dengan

“Pernyataan Pendaftaran Fidusia®. Dalam pernyataan pendaftaran

fidusia memuat hal-hal :

1. Identitas pihak pemberi fidusia.

2. |dentitas pihak penerima fidusia.

3. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.

4. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan
fidusia.

5. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan
fidusia.

6. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

7. Nilai penjaminan dan

8. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
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Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut,
maka diberikan “Sertifikat Jaminan Fidusia”.
Ketentuan-ketentuan mengenai sertifikat jaminan fidusia ini
adalah sebagai berikut :
1. Diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia.
2. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia.
3. Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggai
penerimaan permohonan fidusia.
4. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia.
5. Isi dari sertifikat jaminan fidusia antara lain adalah hal-hal yang
disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu sebagai
berikut :
a) Identitas pihak pemberi fidusia.
b) ldentitas pihak penerima fidusia.
¢) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
d) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan
fidusia.
e) Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan
fidusia.
f) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

g) Nilai penjaminan dan
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h} Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

. Pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan pula irah-irah dengan

tulisan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

. Dengan demikian, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan

eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan

kekuatan dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.

. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat

jaminan fidusia maka penerima fidusia wajib mengajukan
permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor

pendaftaran fidusia.

. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka :

a) Kantor pendaftaran fidusia mencatat pada buku daftar fidusia
tentang perubahan tersebut.

b) Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

c) Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan pernyataan perubahan.

d) Pernyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan sertifikat jaminan fidusia.

Dengan demikian Undang-undang menentukan, bahwa dalam

perjanjian hutang dengan jaminan fidusia, para pihak tidak cukup

hanya membuktikan dengan dibuatnya akta jaminan fidusia, tetapi
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harus didaftarkan akta Jaminan Fidusia tersebut di Kantor
Pendaftaran Fidusia kemudian diterbitkannya sertifikat jaminan
fidusia, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, kekuatan
eksekutorial bagi penerima fidusia. Disinilah Undang-undang
semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada kreditor
penerima fidusia, bahkan saat lahimya jaminan fidusia ditentukan
oieh UU No. 42/1999 vyaitu pada saat akta jaminan fidusia
didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia. Tentang pendaftaran fidusia
secara lengkap diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 UU
No. 42/1999.

Dengan lembaga pendaftaran jaminan fidusia inilah kepentingan-
kepentingan kreditor penerima jaminan fidusia terlindungi, karena sejak
didaftarkan, kepastian hukum atas benda jaminan fidusia telah jelas
posisinya, diantaranya macam dan jenis, nilai, perolehan dan lain
sebagainya seperti apa yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia
semuanya untuk kepentingan kreditor penerima fidusia dan tidak bisa
difidusiakan ulang kepada kreditor lain, sehingga apabila debitor pemberi
fidusia ingkar janji (wanprestasi), maka kreditor dapat segera minta
eksekusi untuk mengambil hak-hak kreditor atau memulihkan pada

keadaan semula hak-hak kreditor.
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2. Benda Inventory Sebagai Jaminan Tambahan

Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa benda inventory
merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau
tidak tetap seperti stok bahan baku, bahan jadi atau portofolio perusahaan
efek, merupakan obyek jaminan yang sangat fleksibei dan setiap saat
bisa berkurang, maupun bertambah dan bahkan habis sama sekali. Habis
sama sekali karena dipakai dalam proses produksi sebagai bahan baku
atau habis terjual sebagai barang jadi yang merupakan komoditi barang
dagangan yang diperjualbelikan dalam kegiatan usaha bahkan benda
inventory yang digunakan sebagai barang jaminan hanya berupa surat
penyerahan DO (delivery order) yang dibuat dibawah tangan dan atau
barang-barang yang tertera dalam daftar piutang yang dibuat dibawah
tangan (terlampir contoh sertifikat jaminan fidusia).
Karenanya dalam praktek seringkali kreditor sebagai lembaga keuangan
yaitu Bank tidak akan mau memberi kredit apabila barang jaminan cuma
benda inventory saja tanpa ada barang jaminan lain yang berupa barang
jaminan yang mempunyai sifat tetap akan bertambah nilai komersialnya,
yang bilamana sewaktu-waktu debitor wanprestasi dan kreditor
melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut, kreditor masih tetap

terjamin untuk menerima kembali uang yang dipinjam oleh debitor.
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Sehingga benda inventory hanya sebagai Jaminan Tambahan saja,
bahkan hanya sebagian kecil dari nilai yang dipinjam oleh kreditor. Hal ini
adalah sangat logis dan sesuai dengan prinsip bisnis yang meminimalkan
resiko kerugian yaitu dengan berubahnya dan atau berkurang atau

bahkan habisnya barang jaminan.

3. Eksekusi Obyek Fidusia Akibat Debitor Wanprestasi.

Dalam konteks perlindungan terhadap kreditor penerima jaminan
fidusia, maka perlu adanya klausula-klausula yang dapat memperkuat
dan melindungi kepentingan kreditor penerima jaminan fidusia. Agar
eksekusi dapat dilakukan pada saat debitor wanprestasi.

Bahwa Undang-undang No. 42/1999, hanya mengatur dan
mewajibkan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam
bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak,
data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian dan nilai benda yang
menjadi obyek jaminan serta nilai penjaminan.

Begitu pula pada permyataan pendaftaran fidusia juga pada
intinya memuat hal-hal tersebut diatas, ditambah tanggal dan nomor akta
jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta.
Tentang klausula-kiausula yang tercantum dalam akta perjanjian baik

pada peranjian kredit sebagai perjanjian pokok maupun pada akta
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jaminan fidusia sebagai perjianjian ikutan {accessoir) sepenuhnya menjadi
kebebasan para pihak menentukan.

Para pihak yang mengadakan perjanjian bebas menentukan apa-
apa dan syarat-syarat dari perjanjian sesuai pasal 1338 ayat 1 BW,
bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga pihak-pihak
yang telah membuat persetujuan tersebut menjadi terikat untuk memenuhi
apa yang telah disepakatinya. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal
1338 ayat 1 BW tersebut merupakan suatu persetujuan obligator,
sehingga apabila salah satu pihak lalai maka pihak lawannya dapat
menuntut pemenuhannya.

Meskipun pasal 1338 ayat 1 BW memberikan keleluasaan bagi
para pihak-pihak untuk membuat perjanjian sesuai apa yang mereka
kehendaki dengan  mengesampingkan Undang-undang  atau
menambahkan aturan-aturan sendiri, akan tetapi juga memberikan
pembatasan dengan mengatakan bahwa “perjanjian” yang mempunyai
daya ikat hanyalah perjanjian yang dibuat secara sah. Dalam hal ini R.
Subekti menyatakan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa

saja, asal tidak melanggar ketentuan atau kesusilaan. 2.

® R Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Internusa, Jakarta, 1993, hal 127
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Klausula-klausula yang akan dimasukkan dalan perjanjian, baik
itu pada perjanjian kredit (perjanjian pokok} maupun pada akta jaminan
fidusia hendaknya yang relevan dan yang dapat segera menghentikan
dan atau mengakhiri perjanjian sebelum habis batas waktu perjanjian
bilamana diketahui sedini mungkin adanya penyimpangan oleh debitor,
sehingga kreditor segera pula dapat memulihkan hak-haknya untuk
menghindari kerugian yang lebih banyak lagi bilamana perjanjian yang
dimaksud tidak segera diakhiri.

Untuk pengakhiran perjanjian sebelum batas waktu berakhir atau
sebelum tagihan-tagihan jatuh tempo telah diperkuat dengan
Yurisprudensi Nomor 2/PK/1989 yang pada intinya bahwa meskipun
tagihan belum jatuh tempo, tetapi kreditor sudah pernah melakukan
somasi untuk percepatan pembayaran hutangnya dengan menentukan
tanggal yang baru, maka hutang tersebut dianggap telah jatuh tempo
pada tanggal yang baru ditetapkan dan dapat dimintakan eksekusi.

Klausuia-klausula yang selama ini dipakai beberapa bank besar
dan menjadi standard akta bagi bank sebagai kreditor untuk mengakhiri,
menghentikan dan memutuskan perjanjian dan menagih seketika dengan
sekaligus hutang pokoknya, bunga provisi dan jumlah apapun lainya yang
merupakan tanggungan debitor dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Bilamana peminjam melanggar ketentuan dalam akta ini
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Peminjam/penjamin meninggal dunia, dinyatakan pailit atau
mengajukan permohonan pailit, mendapat tempo menunda
pembayaran, baik bersifat sementara maupun pasti, meninggalkan
tempat tinggalnya dengan tidak mengurus harta kekayaan atau karena
sebab apapun juga tidak dapat menguasai harta miliknya.

Jika peminjam/penjamin ditaruh dibawah pengawasan
wali/penggampu.

Jika menurut pertimbangan bank keadaan ekonomi peminjam mundur

sedemikian rupa, sehingga tidak dapat membayar kembali hutangnya.

. Jika barang yang dijaminkan dengan akta ini harganya menurut

pendapat bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna
pembayaran lunas hutang tersebut.

Kekayaan peminjam/penjamin terutama yang dijaminkan dalam akta
ini dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan (conservatoir)
yang disahkan.

Jika peminjam menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang

dari tujuan penggunaannya.

. Jika permyataan-pemyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang

diberikan peminjam pada bank ternyata tidak benar.
Bilamana dalam situasi diluar kekuasaan dan kemampuan bank (force

majeure) antara iain keadaan krisis akibat perubahan kebijaksanaan
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pemerintah dalam bidang moneter, semata-mata menurut penetapan
bank.

Sedangkan klausula-klausula dalam standard-standard akta
fidusia yang dipakai para notaris hanya memuat ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam UU No. 42/1999, khususnya untuk barang jaminan
yang berupa benda inventory, hanya terdapat satu pasal yang
mewajibkan kreditor pemberi fidusia membuat laporan dan melaporkan
secara periodik kepada kreditor penerima fidusia.

Sedangkan klausula-klausula yang menyangkut
penyalahgunaan serta penyimpangan terhadap barang/benda inventory
yang dijadikan barang jaminan tidak ada sanksinya selain harus
dikembalikan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang
No. 42/1999, tetapi tidak dijadikan klausula yang menyebabkan dapat
dihentikan dan memutuskan perjanjian tersebut serta dapat menagih
seketika dan sekaligus hutang pokok, bunga, provisi dan jumlah apapun
lainnya yang merupakan tanggungan debitor.

Karena itu sebaiknya disusun klausula-klausula untuk membatasi
penyimpangan-penyimpangan terhadap benda inventory yang sifat-
sifatnya mudah berpindah, serta pengawasan dari pelaksanaan klausula-

kiaysula tersebut agar dapat sedini mungkin terdeteksi bilamana terjadi
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penyimpangan dengan itikad tidak baik terhadap barang jaminan benda
inventory.

Sehingga bilamana debitor wanprestasi, kreditor sesegera mungkin
dapat mengajukan eksekusi untuk memulihkan dalam keadaan semula

atas obyek fidusia yang dijadikan barang jaminan.
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

a. Tujuan diundangkannya UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia

yang sesungguhnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang terus berkembang dalam memperoleh modal usahanya lewat
hutang piutang dengan memberikan jaminan benda-benda bergerak,
termasuk benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan dan
lain sebagainya, tetapi benda yang dijaminkan tetap dipegang oleh
pemiliknya untuk menjalankan usahanya, sehingga pasti dimulai
dengan adanya hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang
satu pihak sebagai kreditor dan pihak yang lain sebagai debitor dan
kreditornya biasanya adalah lembaga keuangan Bank. Hubungan
hukum antara kreditor dan debitor dibuatkan suatu Perjanjian Kredit
atau Pengakuan Hutang yang merupakan perjanjian pokok dan
perjanjian penjaminannya dengan akta Jamina Fidusia sebagai
perjanjian accessoir.

Prosedur dan tata cara pendaftaran, serta tempat atau kantor
pendaftaran fidusia diatur dalam UU No. 42/1999 dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 dan

60
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keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/Tahun 2000.
Dengan pendaftaran ini banyak sekali konsekwensi keuntungan
untuk kreditor untuk melindungi barang jaminan bahkan Sertifikat
Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
menimbulkan hak preferen bagi kreditor. Disamping pendaftaran
jaminan fidusia merupakan hal yang sangat penting, namun tidak
kalah pentingnya kalau dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian
pokok dan perjanjian dalam akta jaminan fidusia dicantumkan
klausula-klausula yang sangat relevan terutama yang dapat dengan
segera ditakukan eksekusi atas barang jaminan, mana kala diketahui
adanya tanda-tanda itikad tidak baik debitor untuk menyelesaikan

tunggakan hutang atau adanya penyalahgunaan kredit tersebut.

EKSEKUSI BENDA INVENTORY... TANDYO HASAN




2.

TESIS

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA 62

Saran

a. Mengingat pentingnya pendaftaran, yang dapat menimbulkan hak

preferen bagi pihak penerima fidusia (kreditor) serta konsekwensi
lainnya, maka hendaknya pihak-pihak yang terkait hendaknya
segera dapat mendaftarkan akta pendaftaran fidusia. Namun bila
kantor pendaftaran berjauhan dengan kantor notaris yang biasanya
sebagai kuasa melaksanakan pendaftaran, maka sekiranya
pemerintah dapat segera mempertimbangkan dibukanya kantor
pendaftaran fidusia di kota-kota lainnya selain ibukota Propinsi,
sehingga tenggang waktu antara tanggal akta jaminan fidusia
dengan tanggal pendaftaran atau tanggal lahirmya jaminan fidusia,
yang mana bila tenggang tersebut terlalu jauh berakibat pula
peluang bagi orang lain untuk melakukan sita jaminan atas
barang/benda yang difidusiakan sehingga penerima fidusia
kehilangan haknya sebagai kreditor yang di istimewakan (preferen).
Dari klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit maupun
perjanjian pada akta jaminan fidusia hendaknya diperhatikan dengan
sungguh-sungguh, klausuia-klausula yang dapat menjaga dan
melindungi kepentingan pihak kreditor penerima fidusia, terutama

dibuat dan dicantumkan klausula yang dapat memberikan
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kewenangan kreditor penerima fidusia untuk segera melakukan

eksekusi atas hak-haknya.
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NOTARIS { PPAT
INGE SOESANTO, SH.
Nomor & = =

AKTA JNAMINAN FIDUSIA

e

-------- - Fada hari ini, “tangogal P ————

(.. i e s T T P ——
paliul i1~.75t:i WIE (sebelas lewat tigapulubh menit waktu-
Indonesia banian Harat).n——_————; ————————————————————
- Talah menghadep kepada saya, INGE SOESA“TU, e
Sarjana Hukum, Motaris di Surabaya dengan dihadiri --—
oleh Eaksimsahsi'yang SAya, notaris kenal dan yang ——

nama—namanya akan disebutkan pada akhir akta ini & ——

I. o - . labhir di Surabaya, tanggal —-—==-

1 15-05%-19251 (limabelas 1ei seribu sembilanratus-—-———

! L -
limapwluin s1tu), Warga Negara Indonesia, swasta,—-—

' . . -

hertempal: tinggal di'Surabaya, Jalan @ - S50

- —

e 1 £ ., Rukun Tetangga s Rukun Warga

Felurahan Gading. FKFecamatan Tambaksari (pemegang-—-—
Fartu Tanda FPenduduk nomor ¢ © 7 - - N I
----- vang menterut keterangannya dalam melakukan ~———
perbuataﬁ hukum dibawah ini.telah mendapat —-———---
p%rsetufﬁan dar i satu-satunya yang sah dan-~
vang Lurut mznghadap kepada saya, Notaris yaitu 1-

s . . ,
lahir di Surabaya, tanggal Z0-04-1950 (tigapuluh--
April =zeribu sembilanratus limapuluh), Warga ——--—-
Megara Indonesia, swasta, bertempat tinggal sama--

{(pemegang kartu Tanda FPendudubk nomor f————————eaa-

) ot i e i e o <hm — el F  — T Pra a — t  2h = = viral

——-—(Selanjutnya disebut Fihak Fertama atau FPemberi --

Fidusia )j-——————————————m e — e — e TR
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T Ak ka Ferubahan Merjanjian Kredit, tanggal -———-

i . _ _ ————

OoOmeT s . vang dibuat dihadapan saya,————=w--

Hlotarig, ——————=——— o= s o e s
( untul. zelanjutnya perjanjian pemberian pinjaman-
tersebut, berikut dengan segenap pengubahan dan———

‘penambahannya disebut "fFerjanjian Kredit” )i*-—4-—

El bahwa untul lebih mendiamin dan menanggung terbayar
nya dengan baik segala sesuatu yang terhutang ----
dan harus dibayar oleh ”ngitor" sebagaimana ——-—--—

diaturr dalam Ferjanjiian Mrédit tersebut, Pemberi--—

Fidusia diwajiblkan untul memberikan jaminpan =-———-—-=
Fidusia atas stock barang dagangan milik Femberi--
Fidusia untuk kepentinasn Fenerimz2 Fidusia ~—-we—-
mebagaimana yvang akan diuraikan dibawah inig--——-- -
C. babtwa untuk memenuhi ¥2tentuan tentang pemberian -
jaminan vang ditentukan dalam Ferjanjian Kredit --
tersebut., maka Fembari dan Fenerima Fidusia telah-
semufalat dan s=etuju dengan ini mengadakan —-———+-—--—
pcrjanjfan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Uadaneg Homor 42 Labun 1799 (seribu sembilanratug—-
sembilanpuluh sembilan), yaitu Perjanjian tentang-
Jaminan Fidusia sebacaimana yang hendak dinyatakan
sekarang dalam akta ini §-———————=———r OO D

Salanjutnya para penghadap dengan senantiasa -—-——-

bertindal dalam kedudubannya tersebut manerangkan —-—

bl menjamin terbavarnya dengan balk segala sesuatu

vang terhutang dan harus dibayarkan oleh Debitor —--——

fapada Voedibor, baik karena butang pokok, bunga dan-—
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Selanjutnya para penghadap senantiasa bertindak dalam
tedudukannya tercebut diatas menerangkan pembebanan -
jaminan fidusia ini diterima dan dilangsunglan ——=-=--

dengan persyar-atan dan ketentuan sebagai berikut 1-—--

Fembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia
telah dilakukan di tempat dimanma lbyek Jaminan -——-—-—-
Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya---
Fenerima Fidusia. sedang Obyelk Jaminan Fidusia ————--—
tarunhot tetap berada dalam kekuasaan Fembert Fidusia
salaku Feninjam Fakai,——————=———=rwo——m o S =
e e e i e PRGAL, 2 o m e e e ———

Obyek Jaminan Fidusia hanva dapat dipergunatan oleh--

e

mmhori Fldusia moenoruad sifat dan porentubsenya, -——-
dengan tidalk ada kewaiiban beai Femberi Fidusia ——=-=-
unktuk memhayar biayasganti rugi berupa apapun untuk-—-—
piniam pakai tersebut kepads Fenerima Fidusia,———=—-=-
Mamun FPemberi Fidusia berltewajiiban untuk mewelihara -
by ey Jaminan Fidusia tersebut dengan sebalk-baiknya—-
dan melaktukan semua tindakan yéng diperlukan untuk-——
pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan ——==-——-
Fidasia atas biara dan tangaungan Femberi Fidusia-—--—
sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang-
peirsanclukan dengan ituw.——-—-—weomo—ooe s oo msme e s
Apabila untuk penaoguraan atag Obyel Jaminan Fidugia -
torsebut diperlukan stetu kuasa bhusus, maka Fenerima
Fiducia dengan ini memberi btuasa kepada Femberi --—--—-
Fidusia untulk melakukan tindakan—-tindakan yang -————-
diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan ——
Fidusia tersebubl , = e o e e m — e e
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dinyatakan dalam akta ini.---—--———-————————————m e
e et e e m e —— .._._....__F"ASHL 5_ _______________________
Femberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan ——-——-———-=

fidusia wlang atas Ubyek Jaminan Fidusia. Pgmberi bt
Fidusié.juua tidalk diperkenankan untuk membebankan --
denuan cara apapun. mengadaikan atau menjual atau -—-
menaalihban denaan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia-
Vapada pibak lain tanpa persetujuan tertulis taerlebih
datinlu dari Fenerima Fildusia.——w————=ow——ooessms -

Gilamena Femberi Fidusia tidak memenuhi dengan —————-
zobgama kewaliibannya menurut vang telah ditentukan -——
dalam akta ini stau Debitor tidak memenuhi ————-———-
Lewajibannvya berdasarkan akta Perianjian Kredit --—-—-—
malka lewat waktu yang dilenlukan unbuk meaenuhi ——-—--
kewaiibannya terszbut sajia sudah cukup membuk tikan --
tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Femberi —--
Fidusia atau Debitor dslam memenuhi kewajiban —-——v--
torsobot, dalam hal mana hak Femberi Fidusia ———————-
untub meminiam patai Dbyeb Jaminan Fidusia ————=eo—--—
Fozahut menjadi beraklir dan Dbyek Jaminan Fidusia -
harus diser hian denoan segera oleh Femberi Fidusia -

fepada Fencrima Fidusia. setelah diberitabukan secara

remberi Fidusia berianji dan karenanya mengikat dirvi-
yntuk mengasuransikan  Obyek Jaminan Fidusia----——-—---
tersebut pada perusahasn asuransi yang ditunjuk atau-
dizetujui oleh Fenerima Fidusia terhadap bahaya —=—-—--
vebal aran serta bahava lainnys untuk suatu Jjumlah ——-

periapggungan serta dengan persyaratan yang dipandang
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o

Fidusia dari Ferusahaan Asuwransi tersebut,-——-—————-
__._...---......‘...___._........_,_..___..._.._.__..-._..-,.PQSAL 7_ __________________________
Datam hal Pemberi Fidoasia dansataun Debitor tidak ~——-
meerndalanlkan atan memenuhi salah satu ketentuan dalam-—
akta ini dan/otaw salah satu ketentuan dalam Ferjan-—-
iian tredit, terutama dalam hal Femberi Fidusia ————-
dan/atau Debitor lalai sedangkan kelalaian tersebut—-
samata-mata terbubkti dengan lewatnva waktu vang -———-
ditentukan, tanpa untub diperlukan lagi sesuatu ————-
surat teguran juru sita ataw surat lailn yang serupa—-
dangan itu. mala atzs betuasaanya sendiri penerima ——

Fidusia berbak

ia terceebuyt —--

if

1. — untubk meniwval Obvek Jdaminan Fidu
atas dasar titel seksebutorial.,. ataun melalui —---
pelalangan di muba umum atauw melalui penjualan—-
dibhawah Langan yang dilakukan berdasarkan ——-—--
Fesepakatan Femberi Fidusia dengen FPenerima ———-
Fiduzsia jila dosngan caras demikian diperoleh ———-—
harga tertingai yang menguntungkan para pihaki——
2. - unbak keperluan nenjualaﬁ tersebut, Fenerima ---
Fidus.a berhat eenaghsdap dimana perlu, membuat--
alan mwrouh membuat serta menanda tangani semua--—
surat, abta serta dokumen lain yang diperlukan-—-
pntuk itu, wenerima wang harga penjualan —————--
dan memberi tands penerimaan untuk ftu,) ==
menyerahkan apa yang dijuwal ity kepada pembeli--—
nya, memperhitunalan atau menghkompensir vang ———

harga penjualan vang diterimanya itu, dengan ——-—

semua apa yang waiib dibayvar oleh Debitor ——-——--

l 2pada bFreditor., akan tetapi dengan kewajiban ——
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sptuk 1tu diperlukan sw atbt teguran jura sita atau ———
Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan —-—==-=-
nemperhatitan peraturan perundang-undangan yang —-——-
perlaku. untuk mengambil atau suruh mengambil -————e—-
Nb ek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun ———-——=-=—-
Obyelk Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari ——-—
tangan Fomberi Fidusia maupun dari tangan pihak ——---

tetiga yang menouasainya bila perlu minta bantuan --—=

alat negara dengan ketentuan bahwa semua biaya —————-—
yang bertalian dengan it menjadi tanggungan dan ———-
harus dibavar nleh Femberi Fiduosia, —-omem—emmemmsmmmms
e e e e i s i e 1 e e = o e = Y G B HGF | oot o s i i o e

Femberi iaminan fidusia ini dilakukan aleh ————w——m—
Fremnberi Fidusia kepada Fenerima Fidusia dengan —————=

gvarat-syarat yvang memubuskan, vakni sampai dengan --

o e ma e i i e g T i A e e PASQL 10 g e e e e
Femberi Fitusia dengan ini memberikan kuasa —-—--=7mo—
tepada Fene-ima Fidusia. yang menyatakan dengan —-=---
ini menesrima kuasa dari Fembéri Fidusia untuk —-———--
melaksanakan Fendaftaran Jaminan Fidusia tersebut ——
untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan Fejabat-
atan Iﬁstansi yang berwenang ( termasuk kantor -————-
Fendaftaran Fidusia ), memberikan keterangan, ————-==~
menanda tanoani surat/formalir. mandaftarkan —-———=-=-

Jaminan Fidusia atas Obyel Jaminan Fidusia tersebut -

Lﬁggnqan melampirkan Fernyataan Fendaftaran Jaminan —--

EKSEKUSI BEND ENTORY... TANDYO HASAN




TESIS

S

/-

ponyesudalan Lersebub diperlukan dalam rangka memenuhi

-‘_____.--""

ketenbuan dalam Feraturan Femerintah tentang Pendaf-
taran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang -~

Tentang Jaminan Fibdusia Nomor 42 tabun 1999 (seribu——

vombilanralus s2abilanpululh sembilan) tersebut,———-——=

Sy
- .

Mengenal perjanjian ini dengan segala akibatnya ——--

Leduabglah pihat memilih domicili hukum yang (tetap~—-

IR-PERPUSTAKAAN.UNIVERSITAS AIRLANGGGA ' ’ ' . .Iq‘.‘i‘

dan” seunumnya di Kantor Fanitera' Pengadilan Negeri di :

Surabay A e e e e e e

dengan tidal menguranal hak dari Fenerima Fidusia ——

+

unbul mengajulan tuntuban bukbum kepada Femberi —-——-——-:

Fidusia berdasarlkan Jaminan Fidusla tersebug di «—-—

hadapan Fengadilan lainnya dalam wilayah Republik =——-

Indonesia, yaitu pada Fenuadilan Negeri Y ang f—__ff““.

memptnyai yweidilisi atas diri dari FPemberd Fidusia ——

dltad atas Ubyel Jaminan Fldusia tersebut.—d-~——————emer
B Simewat et 1711512 I . JEE S
rbiax?1ahta ini danlpiaya lainnya yang berkenaan ——~—-

?gg?gﬁpzpembuatap_qkta'ini maubun dalam melaksangkan -
hRetentuan dalam  akta ini serta biaya Fendaftaran ----
i

Fidusia .iri dl Fantor Fendaftaran 'Fidusia menjadl -—-
tangaungan dan dibayar ouleh Flhak Fertama,———-ececemm-
Fenghadap b v, T T e
menerangkan dengan ini mengetahui serta ﬁenyetejui ;—
sepenubnya isi alkta termaksud.—~——————a——— e e e
mrmm e e e e = DEMIKTANLAH AKTA INI ~————— e
= Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan --—
Langual zeperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh

- ' « lahir di L g m————

T — i i »

EKSEKUSI BENDA INVENTORY... TANDYO HASAN
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SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUUANAN YANG MAIIA ESA

vosor | W10- - - HT.04.00.TH- = ISTD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HHAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAILJAWA ' TIMUR
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

SALINAN

BUKU DAFTAR FIDUSIA

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL :

ccccccccccccccccccccccccccccccccc

NOMOR W10- HT,0406,TH - /STD |

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAIL JAWA TIMUR

YO HASAN
TESIS EKSEKUSI BENDA INVENTORY... TAND



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

DAFTAR FILUSIA

PCRBERI FIDUSIA PENERIMA FIDUSIA
Hama .' Nama PT.BANK. * (.~
.y Thk.
Alamat Namal R AN
S 3
Pekerjaan Wiraswasla Pekerjaan  : Q ‘ﬁ

Jaminan idi~a ini diberikan unfuk menjamin pelunasan Wang PEMBER! FIDUSIA sejunaly - Rp. 1.945,000.000 -
{ salu milyar sembilanralus empatpuluh kma juta rupiah ) berdasarkan peljanjian Akta Perjavjian Kredd Investasi,
langgal - Mo, dan Perjanjian Kradit Modal Kerja tanggal ¢« No. Dengan ndlai porjamman
sejumich Rp. 3.961.402.250,37 ( kga milyor sembilanralus ensmpuluh salu juta empatrolus dua ribu duarafus
limapeduh sembitan rupiah tigapuluh tujuh sen ) :

: OBYEK JAMINAN FIDUSIA i

JENIS OBYEK

BUICTT HAJ

NILAI GBYEK

Partamina = rOA'

Partamina ~ Ampenan

Pettaming - 1J. Wangi
Peitaminan - Camplong

PT. Kertas Leces Probolinggo
Pelrokinua - Groeik

Indoncsia Power Pesanggaran
Gilimanuk © Pemaron,

8. Indonesia Powsr - Gratj

e B o8 RS U N Y

Sebagaimana tertera dafam daftar piutang
Per 30 Seplowber 2004 yang dibunt
dibawah langan, beinictoral cuktip yang
dkeluatkan — olch  PT, GHALAYA
ABAIHPERSADA LINE, ferlanggal 30-12-
2004

Rp. 355.386.250,00
Rp. 1.371.065.171,96
Rp.  04.964.437 00
Rp. 136.683.241,00
Rp.  30.739.667.00
Rp.  92.400.000,00
Rp. 1.351.526.576,92

Rp.  535.036.8/9,49
Ty

Dengan syaat-syaral sebagaimana dimaksud datam AkI langgal - Nowor :  yaog dibual Nolagis  IDA

SOFIA, SH., beikedudukan di Jakarta, ‘

Tanggal dibukukan dan Tanggal Penerbitan Sertifikat
Surabaya, 02 Pebruan 2005 !
An. MENTERI KUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ri.
i OR WILAYAH JAWA TIMUR
Ub.
EMBINAAN ADMINISTRASI
Vv / 5
FSTIGIARTI, SH. M,
NIP..040028833

0¥
e

TESIS EKSEKUSI BENDA INVENTORY...
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IR-PERPLISTAKAAN | lNI\/FR;ﬁI{&Q I&l&tﬂl\‘lggéﬁl

DEP - RTEME N KEUAKIMAN DAN HAK m;\sl BIANUSIA ItL.

PEIRATUHRAN PERMERINTALL Rl__il’UHll_.II{ INDONESIA NOMOR 87 TATIUN 2000

NOMOR PENDAFTARAN FIDUSIA :

/’f/’,)}“ /.//‘%?/L R
I

[ dar

[ )

BEAYA I’IiNDf\l-"i'.’\R,-";N TAMINAN FIDUSIA -

FONTLAL PENIAMINAN S/D

_ SO0 b
2ONILATPENJAMINAN DIATAS R SD0G0.000,- i

- Rp._25.000.-

FORIAYA PERUBATIAN SERTIFIRAT JAMINAN VIDUSTA oo Rp. 10.000,-
BIAYA PENGGANTIAN SERTIFIKAT RUSAK / HILANG : _.

i B : "

| ONTLAL PENIAMINAN S/13 SOLODODO0~ et e R 25.000;7
CONGEAT PENJANTN AN DIATAS R S0000.000,= 1ot eeeeeeeresees e snene Rp. 50.600.-

O

. 02 . O

TRITIR! utin - Untel Pemehion Surabea,
Merah = Uintuk Kasir Kasir Iidusia
B - Untuls Buerhas
Kuning = Untek Arsip =
(...
e Lo BTy — 00 b IRV RS IS A SRR PRI Al VAR B [{]'e
Qe Tarliuediln - Lipenal Saloon Defbiae ITiubinyg, |Hpe 1oy
3, Purboc-ian - T, Sioygi] e 30 Gaplbebor 2004 Lp,
A, Fexrfiorin. - Complong |yorg dibueb dibowol Rpe

(dilonjutkes: dengcan

(ullh._ vJjubioosn deigoa
Lwpivan I sevees)

savran S T \"l T

.LJ-,-J__. - ..ro.b)

277500 o(')U’UU- ’

1.085,171,90

84-964-437100
136.683.241,00

(ailamjutker dengan
I "Pli].m I o.ooot)

ey

Denpran syaral-syarai sehapaimana dimaksmb daiam Akta tanppal

Moy
berkedudukan i

i

e dibi Hutinis . ’01‘1“' Gl

iy
el

L

R ]

) 1

H e !

R |

L3 —- =

e =

- — =

- = = i

-
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NEPARTEMEN KEDRAKIMAN DANTIARTASMPHARISR S ARLANCECA -
KANTOR WILAVAH JAWA TIRUR

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAIL U, NOMOR 86 TAHUN 2000

OBVEK JARINAN FIDUSIA

JENIS OBVEK

maert nAiK

D

G
Te

PP, Eert:is Lacss
Proboliagsoe
Pstrokinia - Gressik
Indonzgiz Power p
PESAIIGGARAL; GILI
PANUN; PLEMARON
Indoraris Fower -

Grotbi.

TESIS

tongom bernstarni
cukup yaxs diksluarkoy
oleh PT., GI.LAYL ABY
DIFZRsADL DI, ter
toaseal 30-12-2004

EKSEKUSI BENDA INVENTORY...

Rpc

Rpe.
Rp.

Ip.

RILATORYER
304739.667,00°]
92,400,000, 00

14351.526.576,92

538,036,879, 49

TANDYO HASAN -




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

1o mnn A udosiaAnapely e A0l r_;.:}

CSOFIA. SH

Ri%g LIdN.

FINS IAKARTA

Nomor 1@

AKTA JAMINAN FIDUSIA

I’:F;a; hari ini. @ .. . tanggal e L "_u'f . |
{ L } pukul 14.730 WIB (empatbelasf

. ‘lewagﬁtigapuluh,menit_wahtu lndauas{ahBaratl._f::::ﬁ::;“-mﬂ_
i
—Menghadap btepads =sava, 1DA BOFIA, Sarjana Hukum, ——m-—

TESIS

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksti ——-—
yang sava, Hotaris kenal dan yang nama-namanya qkan -
disebutl pada h%gian akhir akta indt=—=———e e e :
I, ’ L em——
Wiraswasta., bertempat tinggal di Jatan -
« FWukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -~
Felurahan Sidosermo, becamatan Wonocolo, ¥Kota ————

Surabaya, Femegang Factu Tanda Fendudu¥ Nomor ——-—-

j : ] mm———— P — -

—untuk sementara bersda di Jakartay ————mmmm———een F i
~menural belerangannya dslam hal ini bertindabl ——— Y
dalam kedudukan dan jabatannva gglaku Dirertur ——
veng mewakili Direksi dari dan &ebagai demikian —-
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -
persaroan terhastag PT, o . ' o =
berkedudukan di Surabaya. yang ‘anggaran dasarnya -
teloh dimuat dalam akta tertanggal empatbelas ~——- |

|
Januari seribo sembilanr;tps sembi lanpulubh dua =-- ]

(14-1-1992) Momor 27, juncto Akta tertanggal —-———-

empathelas Febroari seribu sembilanratus sembilan-—

EKSEKUSI BENDA INVENTORY.... TANDYO HASAN




A SONIA, St

CHARIS JAKARTA

TESIS

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

f’ﬁE;:hlik Indonaenia/Tambhahan Herita Negara Republik

Intdonesia. maka Direlksi secara tanggung renteng -~
bertangguwitg jawab atas segala perbuatan hukum yang
dilakukan oleh perseroan tersebut di atas 'dan -—*;
untuk melakubkan perbuatan hukum dalam aktd ini ——
guna mem:2nuhi ketentuan dalam pasal 11 ay%t f ————

anggaran dasarnya telal mendapat persetujuan darl-

(]

Rapat Umum Femegang Saham, sebagaimana ternyata --
dari BERIIN ACNHRA RAFAT UMUM LUNR PlABA FARA ——==-
FEMEGANG SAHAM FT. * Y& T i;fﬂfﬂgi':p yangg:
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukuﬁ, “———1f—-- 
ter tanpgal duapulah tiga Nopeﬁber duaribu empat --
(Z3-11~2001), vang aslinva dilekatkan pada minuta-
akta inly ~=—=—rer—— e i it e e e

~menurut keterangan penghadap sudah tidak ada akta

lain setelah atta~-akta tersebut diatas, —————cee—-e -
Somm e s Untuk selanjulnya disebult juga wee—emmmeene
~=—====- Pihak Pertama atau Femberi Fidusia —--——- —_—
Tuan ey A - - Benior Relaltionship ~——ee-
Manager Commercial RBanking Centdr V Jakarta ———ee—-—-
Buditman FERUSAHAAKN PERSERUAN (FERSERD) FT. BANK —-—
Thi dizinglat 'V, BANEK L e ——————— -
(FERSERQY T Jakarta Sudirman, beralamat kantor -
di ! © =% -, Commercial Banking ——-—--
Center ¥V dakarta Sudirman, Jalan J n-l; ————————
- e -7, Jakarta Selatang ——-—ee——e
~menurut.keterangannya'dalam hal ini bertindak -=---.
herdasarikan Surattﬁuasa yang dibuat dibawah «——ccaa
— . _ . ij
EKSEKUS| BENDA INVENTORY... - TANDYO HASAN |
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Liga (1-6~2003) Nomor . dibuat dihadapan AULIA ===

TAFEANT, Sarjana Hukum., pada waktu ttu pengganti —-

)

dari i -+ Sarjana livkum, Notaris di Jékarta,;—
perubaban mana telah mendapat persetqjuan dari ——-«

pihak yana berwenang sebagaimana ternyata dari —‘;ﬂ.r
Surat ¥eputusan Menteri Vehakiman Dan Hak AQaﬁl -JJ?

Manusia Republik Indonesia tertanggal enam Juni —Jf

duaribu tiga (6~6-3007) NOMOPr —————m— e e b
T y  mrmm—— - - ke vk
—————————— Unituk selanjutnya disebut juga —-ri-———e—me
————————— Pihak Kedua atau Penerima Fidusia -——————-<

~Fara penghadap éelah dilenal oleh sa}a; Notaris.-———Q-
—Fara penghadap dengan bhertindak dalam ka@gdukannya —
tersebut menerangkan terlebih dahuly sebagail berikuts—-—
A. babwa oleh perusahaan perseroan "PT. BANK . -
(PERSERD) Tbt. berkedudukan di Jakarta, selaku pihak
yang memberikan fasilitas kredit dan Pemberi Fidusia
selaku pihal vang menerima fazititas krodit ————-—- v—

(selanjutnys disebut "Debitur") telah dibuat dapn ——-

ditandatangani Ferjaniian Fredit yang dibuktikan ——-

;_lq;jg;}'” b e e e s i e e e R R e o e - . by et s e e

Akta Perjanjian Kredit Investasi, tertanggal harl_h
ini, Nomar =, dan Perjanjian Krédit Modal kerja' —-
tértanggal hari ini nomor . . keduanya dibuat ————-
dfhadapan saya, Notaris. - —~-—w—m— e
—(selanjutnya akta Ferjaniian ¥redit tersebut, =-———-

berikut dengan segernap pengubahan, penambahan serta-:

perpanjangannya disebut "Perjanjlian Kredit")j~zacuul|

TESIS EKSEKUSI BENDA INVENTORY.... _ TANDYO HASAN
e i '

e e,




HEA, SIL

1S JAKAIRTA

s dbbandotanosaninya sbhbta ini. Chyek Jaminan -emo—s

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

cpee e oatae ppama Paeapima Didusiz maEneranglan dendaan
G meeesima daminar Uidosdis dari Memboedi Fidasia.s e
enpimd e e nitai penjaminan sebesar - ———

P Z.961.402.25%.37 (tiga milyar sembilanratug ——e=-——

enampuluh satu juta empatratus. duaribu duvuaratus ————=——

limapuluh sembilan rupiah tigapului tujuh sen) atag -—-—

szl vt oy F ot

DT ITLEL B e e s e e e e

-Fiutang dagang/usaha, z7baoaimann barpyata dart - -

Lodlor Praet apg per 20 Seprambaer 2004 diboatbip dari -~

ctoprad oulboep, wong diletusrban oleh perseroan ==

azlinva diletatban pade minuta akta ini, vang ———=-——-=
jumlah pivtang dagana mana telah diketabui oleh para
cilzl sshicoga tidak perlue diuwraibksan lebih lanjut —-—
daloam akta ini can semua halb. tagibhan-tagibhan zerta-
Petimo U lata lopberd Fidusia. baik vang dimiliki pada

Aarb Lod denanun o idizes , ons alan datang abtas seluruh

Jumlah uang dan tooihancbagihan/pivtang dagang -—-- -

- "-"rr"ll'} e 1 i I "‘I e l o e T e e T

-dengan nilai objek sebesar Rp. 3.961.402.25%9,37 -—-

(Tiga milyar sembilanratus enampuluh satu juta —-————

empatratus duaribu duaratus limapuluh sembilan —-—-—=
rupialy bigapulubh tujuh men}. S L i

slocdntng a dazstol “0Obyek Jaminan Fidusia™) --~-m—

depasn paesvacratan don Letentouan sebagail Berilutt-—-

e i Pagal 1. e e e e a1 o it e one e

TESIS

T

EKSEKUSI BENDA INVENTORY... TANDYO HASAN
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

) /-/

PO . tangagal pelaporan atau pada setiap saat bila diminta —=
OFIA, SH.

1S JAKARTA

nleh Fenmrima Fidusia dan dalam bentuk yahg disetujui -

oleh Penerima Fidusias

-Daftar tersebut wajib memuat alamat bebitur dari --———=

.

Femberi ridusia. jumlah dan tzanggal Jatuh wak tu tagihan

serta informasi lainnya yang diperlukan oleh Paherima -~

FidUgia. ~m——smm—— e ——— s m S S m -
————————————————————————— Fasal 4, —————m———ommssmms S mmm
~Femberi Fidusia menyatakan dan menjamin kepada ———~=——=
Fenerima Fidusia sebagai berikbubti—-———-——- o m e e e e

a. Dbyek Jaminan Fidusia adalah milik/hak Pemberl =——-t——
| Fidusia dan tidak ada or ang/pihak lain yang turut --
memiliki atau mempunyai hak apapun, cleh karena 1tu-

Famberi Fidusia mempunvai kewenangan hukum untuk

menjaminkan secara fidusia bak atas Obyek Jaminan --—

o i o S LR — i R P prpep———— PRl e

Firdnisina:

l b. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dialibkan haknya-
l dengan cara bagaimanapun dan tepada siapapun jugar—-

\ c. Dbvek Jaminan Fidusia tidalk dan tidak pernah ——=———==
! diagunkan dengan cara bagaimanapun dan kepada —==———=
siapapun, Fecuall kepada Fensrima Fidustag~-——————~——

I . Obyek Jaminan Fidusia tidak sedang tersangkut ————m——
l perkara/sengketa dan tidak sedang dalam gltaan,—w——
—Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepagskan—
Fenerima Fidusia dari semua dan setiap tuntutan, -—-——=—
gugatan atau tagihan yang diajukan oleh siapapun -————==

mengenai atau vang berhubungan dengan hal yang =---=="=

dinyatakan dan dijamin oleh Femberi Fidusia'tersebut --

N

TESIS EKSEKUSI BENDA INVENTORY... TANDYO HASAN
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AKAIRTA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

e e e ot v e e e e e TG L Ty s s e s e e o e i e
~Dalam hal Femberi Fidusia dan atau Debitur lalai ———e-
berdasarkan akta ini dan atau Ferjanjlan Kredit; maka J
tanpa diperlukan lagi surat teguran juru Blga &taﬁ el
surat lain yang serupa dengan itu, Penerima Fidusia -~—
atas kekuasaannya sendiri berhak untuk melakukan ————;{
penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebutj<——m—m—a—=
-Untuk keperluan tersebut. Fenerima Fldusia berhak ———-

menghadap dimana perlu. membuat atauw suruh membuat ~——-

serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen -—-—

lain yang diperlukan. menerima uwang hasil penagihbhan dan .

memberikan tanda penerimaan untuk itu, memperhitungkan-
uang hasil bersih penagiban yang diterimanya itu dengan
semua yvang wajib Jdibavar nleh Debitur kepada Fenerima -
Fidusia berdasarban Ferjanjian kKredit, akan tetapi ~——-
dengan kewajiban bagi Fenerima Fidusia untuk segera ———
moenyerabbkan sisea wang ha=sil bersih penagihan jika ——-—-—--
masnilt adas bepada Femberi Fidusia. dengan tidak ada -—---
kewajiban bagli Fenerima Fidusia untuk membayar bunga -—-
atau ganti kerugiean berupa apapun juga kepada FPemberi -
Fidusia atau Debitur mengenai sisa uvang hasil bersih -
penagiban liu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga ———
berhak untuk melakukan sevala sesuatu yang dipandang —-—
perlu dan beraguna dalam rangka penagihan Ubyék Jaminan-

Fidusia tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan.-——

——————————————————————— Pasal 8. --- - - ol

-Dalam hal Fenerima Fidusia mempergunakan hak—hak yang-

diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Femberi -~

\

11
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e
e

T Fidusla untubk melaksanaban pendaftaran jaminan fidusia-
A, SH

SAKARTA Fersebut. untuk keperluan tersebut berhak menghadap di-.

fladapan pejabat atau instansi yang berwenang (térmasuki-!
Fantor Fendaftaran Fidusia), memberikan keterangan,—-—-
menanda tangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan *fi
fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan ———
melampirkan Fzinyataan Fendaftaran Jaminan Fldusia, —-=-
sarta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas —~—-
perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data vang -—-—
tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia,
selanjutnya menerima Sertipitalt Jaminan Fidusia dan :—“
aQau Fernyataan Ferubahan. serta dokumen-dokumen lain —
vang berkaitan untuk keperluan itu, membayar semua ———-—
hiava dan menerima Ltwitansi seagala pembavaran serta —-+
selanjutnya melakubkan segala tindalan vang perlu dan —~=
berauna untul melalsanakan ketentuan dari akta injg———-
—“Al ta ini merupal an bagian yang tidak dapat dipisahkan-
dari Ferjaniian Fredit. demitian pula buasa yang —————-
diberikan dalam akta ini merupakan bagiarn yang tidak --
terpisahkan dari akta ini vang tanpa adanya akta ini —-
dan Fuasa tersebut, niscava Ferjaniian Kredit demikian-—
pula akta ini tidak akan ditsrima dan dilangsungtan ~—~
diantata para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya -
akta ini tidak dapat ditarik kembali atau diﬁatalkan -
selama kewajiban Debitur berdasarkan Ferjanjian Kredit-
belum terpenuhi dan kuasa ktersebut tidak akan batai —+—

atau berabhir tarena sshab yang dapat mengakhiri ————w-—

pember ian sesuatu kuasa, termasul sebab yang tercantum-
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—teduanya peuvawail Faontor Notaris dan bertempat tinggal-:
t

di Jabal La sebaygai para salkgi,—————e—w———- -
-Alta ini setelah saya. Motaris bacakan kepada para =-——

penuhadap dan para sabsi. maka ségera para penghadap, -

prara saksi dJdan saya, Notaris. menandatanganl akta inl.-.

—Dibuat dengan capat perubaban yaitu satu tambaban, --=
satu coretan dan dua penggantian, ———e-memme————————
~Fhinuta akts ini telah ditandatanganl dengan ———————-—
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i Piberilian scbagai SALINAN

yang sama bunyinya, ————--
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